

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
	Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.
	Fakir miskin merupakan masalah utama Negara yang sedang membangun termasuk Negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif dan berkesimbungan. Permasalahan fakir miskin merupakan agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulagi oleh sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat. Maka dari itu peran pemeritah Kabupaten Kuningan sangat diperlukan, dalam hal ini Dinas Sosial sebagai bagian dari Lembaga pemerintah Kabupaten Kuningan yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam menutaskan masalah kemiskinan. Terjadinya kemiskinan dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum sepenuhnya merata kepada masyarakat miskin, kurangnya pengawasan terhadap terlaksananya program. Fakir miskin merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan membuat fikirannya menjadi sempit sehingga ia berfikir bahwa menjadi pengemis itu cara yang tepat. Namun sesungguhnya itu tidak benar dan tindakan ini membuat Negara kita ini memiliki pengangguran yang selalu bertambah.
	Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan FakirmMiskin merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan rakyatnya. Karena kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi, tidak hanya di alami oleh Negara berkembang bahkan juga di alami oleh Negara maju itu sendiri.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan

	NO
	Tahun
	Jumlah Penduduk
Miskin/Jiwa

	1.
	2020
	139,20 Orang

	2.
	2021
	143,35 Orang

	3.
	2022
	140,25 Orang




	Di Kabupaten Kuningan berdasarkan data menujuk kan bahwa jumlah penduduk miskin selama 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin dimulai dari tahun 2020 yaitu sebanyak 139,20 jiwa, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjad 143,35 jiwa. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 140,25 jiwa. Jadi dapat di simpulkan berdasarkan data pada tabel 1.1 bahwa jumlah fakir miskin secara 3 tahun terakhir yaitu 2020, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelum sebelumnya. Dengan adanya data tersebut dari tahun ketahun pemerintah tidak merasa puas, justru pemerintah lebih semangat lagi untuk membuat program-program yang baru dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang merajalela. 
	Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan masih di atas garis kemiskinan Provinsi dan Pusat. Berbagai langkah strategis Pemerintah Daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui intervensi program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Khusus untuk Kabupaten Kuningan program penanganan fakir miskin dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi yang telah dirancang untuk meminimalisir perkembangan masalah ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan No. 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Penaggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023. Maka dari itu perlu adanya bantuan bagi keluarga yang kurang mampu.
	Berdasarkan laporan BAPPEDA Kabupaten Kuningan, telah dilaksanakan KEBIJAKAN dan program-program penanganan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya program tersebut belum mencapai hasil optimal. Sebagai suatu ilustrasi Kabupaten Kuningan berada pada posisi ke dua Kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Data tersebut perlu dikaji lebih jauh melalui serangkaian penelitian ilmiah yang dapat dipertanggngjawabkan. Walaupun demikian, boleh jadi dapat dilakukan suatu analisis mengenai beberapa kemungkinan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara optimal. hal tersebut bisa disebabkan oleh: Pertama, ketidaktepatan penentuan sasaran penduduk miskin penerima manfaat bantuan kemiskinan yang berkaitan dengan sejumlah faktor. Kedua, terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan. Ketiga, pada lingkup manajemen program boleh jadi terdapat beberapa faktor penghambat yang berkaitan dengan isi program, perencanaan, pengorganisasian, penempatan petugas dalam jabatan-jabatan, kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan tatakelola anggaran. Keempat, Pelaksanaan program bantuan kepada penerima manfaat belum sepenuhnya mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Tahap menghilangkan faktor penyebab kemiskinan
2. Tahap Memperbaiki motivasi yang lemah dan memperkuat motivasi
3. Tahap pemberian kemampuan berupa diklat keterampilan kerja, merancang 	rencana bisnis, 	mengelola bisnis, serta kemampuan lain yang berkaitan dengan pola-pola perilaku dan 	struktur kepribadian yang matang.
4. Tahap persiapan proses pemberian bantuan yang meliputi antara lain tujuan 	bantuan, 	bentuk bantuan, tata kelola bantuan.
5. Tahap pemberian bantuan
6. Tahap pembimbingan dan pendampingan penggunaan bantuan
7. Tahap stabilisasi usaha perubahan
8. Tahap evaluasi
9. Tahap pengakhiran bimbingan dan pendampingan
	Kelima, supervisi terhadap program bantuan bagi penerima manfaat belum optimal. Ke-enam, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan lebih didominasi oleh pendekatan ekonomi, kurang memperhatikan dan menggunakan secara seimbang pendekatan-pendekatan psikososial dan sosiobudaya; yang berkaitan langsung dengan perubahan sikap, struktur kepribadian dan pola-pola perilaku penerima manfaat bantuan. Terkait dengan hal tersebut, maka hasil-hasil yang dapat diukur lebih menggambarkan asepk-aspek ekonomi semata. Seharunya pengukuran ekonomi yang meliputi lapangan kerja yang terbuka, kondisi pekerjaan, menajemen penghasilan; harus diikuti pula dengan pengukuran tentang motivasi, kemandirian, prakarsa, tanggung jawab dan lain-lain. Ketujuh, kinerja petugas pendampingan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan boleh jadi tidak optimal karena bisa disebabkan sejumlah faktor.
[bookmark: _GoBack]	Semua faktor-faktor tersebut bertumpu pada persoalan besar yaitu kebijakan dan program pengentasan kemiskinan masih bersifat sentralistik artinya masih merupakan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah pusat mengatur hampir semua hal tentang penanganan kemiskinan. Pemerintah kabupaten hanya memiliki wewenang yang sangat terbatas sehingga sulit membuat perencanaan strategis program pengentasan kemiskinan berdasarkan kekuatan kondisi daerah dan kemandirian daerah. Persoalan ini menjadi kunci dasar yaitu keterbatasan wewenang dan keterbatasan sumberdaya menjadi faktor penyebab utama ketidakefektifan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul Proposal Penelitian ” Koordinasi Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kuningan “ .
1.2.  Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “ Pengandalian Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kuningan belum optimal ”.
	Bertitik tolak pada rumusan masalah diatas, selanjutnya penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Koordinasi Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kuningan?
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi terhadap Koordinasi Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kuningan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
1. Ingin mengetahui tingkat Koordinasi Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kuningan.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kuningan.
1.3.2. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
	Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya dan menetapkan konsep-konsep pelayanan public yang mengkaji tentang program bantuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di daerah.
2. Kegunaan Praktis
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai perhatian dalam penanganan fakir miskin serta perkembangannya, bagi Dinas Sosial Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memberikan sumbangan serta saran dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Kuningan.
